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Abstract:
This research examined the effect of corporate governance on voluntary disclosure using data form
41 consumer goods companies listed at the Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2018. The
hypotheses were tested by panel regression method. The results indicate that director size, commissioner
size, managerial ownership, institutional ownership, government ownership, audit committee, and audit
quality have no significant impact, this concludes that governance in consumption finance companies in
Indonesia is more focused on reporting rather than social reporting (voluntary disclosure).
Key word: Corporate Governance, Voluntary Disclosure

Abstrak:

Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dengan
menggunakan data 41 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2013-2018. Hipotesis diuji dengan regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
direksi, ukuran komisaris, kepemilikan manejerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah,
komite audit, dan kualitas audit memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela
perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia
lebih fokus pada pelaporan keuangan bukan pelaporan sosial (pengungkapan sukarela).

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapan Sukarela

PENDAHULUAN memprediksi  keberlangsungan  bisnis

(Al-Janadi, Rahman, & Omar, 2013;
Perusahaan terbuka memiliki kewajiban Hahn & Kiihnen, 2013). Laporan
menyajikan laporan tahunan sebagai berkelanjutan juga dapat memotivasi
pengungkapan informasi kondisi karyawan untuk meningkatkan
perusahaan  kepada  pihak  yang transparansi entitas, nilai produk, daya
berkepentingan, terdiri atas saing, reputasi, legitimasi yang dapat

pengungkapan wajib dan sukarela membantu dalam pengambilan keputusan

(voluntary and mandatory disclosure).
Pengungkapan wajib meliputi laporan
keuangan, laporan komisaris, ikhtisar
perusahaan, diskusi dan analisis
manajemen, tata kelola perusahaan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Nomor: X.K.6 (Bapepam-LK,2006).
Pengungkapan  sukarela  merupakan
informasi tambahan sesuai kebutuhan
pengguna laporan. Laporan keberlanjutan
(sustainability report) merupakan contoh
pengungkapan sukarela. Pengungkapan
pada laporan berkelanjutan dapat

berinvestasi. Jensen dan Meckling (1976)
menyatakan permasalahan agensi dapat
menghambat pengambilan keputusan dan

pengungkapan informasi. Agency
problem terjadi karena perbedaan
kepentingan antara manajemen
perusahaan dengan pemegang

saham/investor. Manajemen  yang
mementingkan diri  sendiri dan/atau
mengambil keputusan yang tidak optimal
menimbulkan biaya agensi.
Permasalahan agensi dapat diminimalisir
dengan implementasi tata kelola
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perusahaan yang baik atau disebut
GCG/good corporate  governance
(Akhtaruddin, Hossain, & Yao, 2009).
Peraturan Kementerian BUMN (2011)
Nomor: PER-01/MBU/2011
mendefinisikan GCG sebagai prinsip-
prinsip yang mendasari suatu proses dan
mekanisme  pengelolaan  perusahaan
berlandaskan peraturan perundangan dan
etika berusaha. GCG menyeimbangkan
dan mengatur hubungan manajemen,
pemegang saham dan stakeholders
lainnya dalam mengendalikan
perusahaan untuk mencapai tujuan. GCG
terwujud, jika menghasilkan nilai
ekonomi  jangka panjang bagi
stakeholders (Al-Janadi, Abdul Rahman,
& Alazzani, 2016; Dahya & McConnell,
2007). Tujuan penelitian ini adalah
membuktikan peranan dari implementasi
tata kelola perusahaan dalam praktik
pengungkapan sukarela pada laporan
keuangan tahunan. Tata kelola diwakili
dengan ukuran dewan direksi, ukuran
komisaris,  kepemilikan  manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan
asing, komite audit, dan kualitas audit.

KAJIAN LITERATUR
Tata Kelola Perusahaan dan
Pengungkapan Sukarela

Penerapan GCG berdasarkan teori
keagenan sebagai kontrak. Pemilik
perusahaan melibatkan manajer untuk
pengambilan keputusan dan
bertanggungjawab meningkatkan
keuntungan bagi pemegang saham hingga
menerima kompensasi sebagali
imbalannya (Jensen dan Meckling, 1976).
Al-Janadi, Rahman dan Omar (2013)
serta Nugraheni dan Anuar (2014)
mengatakan ~ bahwa  pengungkapan

merupakan  sarana  utama  untuk
menjadikan  perusahaan  transparan,
praktik tata kelola yang baik. Kualitas
dan standar pengungkapan sebagai
elemen penting dari tata kelola
perusahaan.  Pengungkapan  berupa
laporan keuangan bersifat penting dan
relevan untuk membantu stakeholders
dalam pengambilan keputusan
(Akhtaruddin, Hossain &Yao, 2009).
Ukuran Dewan Direksi dan
Pengungkapan Sukarela

Tata kelola yang baik biasanya
dipengaruhi jumlah direksi yang diyakini
dapat meningkatkan pertukaran gagasan
antar anggota dewan. Ukuran dewan yang
besar bermanfaat bagi perusahaan karena
memiliki  banyak  keahlian  untuk
membuat keputusan (Hidalgo, Garci, dan
Marti, 2011). Hidalgo et al. (2011), Saha
(2013) dan Thornton (2017) menunjukan
hubungan signifikan positif antara ukuran
dewan dan pengungkapan sukarela.
Sebaliknya Babio Arcay dan Muifio
Vazquez (2005); Salehi et al. (2017);
Sufian dan Zahan (2013) berpendapat
bahwa ukuran dewan yang kecil lebih
mampu memantau direktur dalam
menyelesaikan tugasnya.

Ukuran Dewan Komisaris dan
Pengungkapan Sukarela

Munculnya agency problem membuat
pemegang saham membentuk komisaris
untuk memantau manajemen dan
memberikan masukan saat pengambilan
keputusan dalam perusahaan. Komisaris
sebagai  pihak  independen  yang
melakukan kontrol. Proporsi komisaris
memiliki dampak positif terhadap
kualitas audit karena menjadi pendorong
dalam penyediaan pengungkapan yang
lebih intensif (Allegrini & Greco, 2013;
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Ekhmar, Razak, & Mustapha, 2013; Esa
& Ghazali, 2012).

Kepemilikan Manajerial dan
Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan manajemen dapat
mengurangi masalah keagenan. Semakin
tinggi tingkat kepemilikan manajerial,
maka manajer cenderung bertindak untuk
kepentingan terbaik para pemegang
saham dengan mengeluarkan lebih
banyak informasi (Sufian & Zahan,
2013). Penelitian lain mengungkapkan
kepemilikan manajemen berpengaruh
signifikan negatif terhadap
pengungkapan sukarela (Abdullah &
Mohamed, 2011; Eng & Mak, 2003;
Mohd Ghazali, 2007). Ada juga
penelitian yang menunjukkan
kepemilikan anggota dewan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan sukarela (Samaha, Khlif,
& Hussainey, 2015; Sufian & Zahan,
2013; Yong, Young, & Chang, 2011).
Kepemilikan Institusional dan
Pengungkapan Sukarela

Barako, Hancock dan Izan (2006)
menyatakan bahwa pemegang saham
institusional memiliki motivasi untuk
memantau pengungkapan perusahaan
yang lebih sehingga manajer lebih
banyak  melakukan  pengungkapan
informasi  untuk memenuhi  harapan
pemegang saham institusional. Penelitian
yang dilakukan oleh Barros, Boubaker,
dan Hamrouni (2013), Bushee dan Noe
(2014) serta Ntim, Opong dan Danbolt
(2012) melaporkan hubungan positif
antara kepemilikan institusional dan
pengungkapan  perusahaan.  Salehi,
Tarighi dan Rezanezhad (2017) tidak
mendukung hasil tersebut, dimana para

investor institusional dinilai tidak peduli
dengan pengungkapan sukarela.
Kepemilikan Asing dan Pengungkapan
Sukarela

Yong et al.(2011) menemukan hubungan
positif yang signifikan antara proporsi
kepemilikan ~ asing  dan  tingkat
pengungkapan sukarela pada perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia.
Demikian juga dengan hasil penelitian
Al-Janadi et al. (2013) serta Soliman,
Bahaa, dan Din (2002). Investor asing
dianggap mempengaruhi pengungkapan
yang lebih luas. Dimana terdapat
kebutuhan yang lebih besar terhadap
pengungkapan sebagai sarana memantau
tindakan manajemen. Para peneliti
menyatakan bahwa semakin tinggi
investasi dari luar negeri, semakin tinggi
pengaruh praktik asing di perusahaan
domestik.

Jumlah Komite Audit dan
Pengungkapan Sukarela

Peraturan Kementerian BUMN, tahun
2011 menyatakan bahwa komite audit
sebagai salah satu organ pendukung
dewan komisaris. Proporsi komite audit
yang lebih  tinggi dari  direktur
independen dapat mengurangi biaya
agensi, pengendalian internal yang baik
dan pengungkapan informasi yang tinggi,
termasuk pengungkapan sukarela
(Forker, 2012;J eon, Lee& Moffett, 2011,
Samaha, Khlif, & Hussainey, 2015;
Thornton, 2017). Arcay dan Vazquez
(2005) mengatakan  komite  audit
mengawasi persiapan dan komunikasi
informasi keuangan kepada pihak ketiga
dan memastikan pemenuhan persyaratan
pengungkapan.
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Kualitas Audit dan Pengungkapan
Sukarela

Perusahaan audit besar mengungkapkan
lebih banyak informasi untuk
meminimalisir pertanggungjawaban
hukum perusahaan (DeAngelo, 1981).
Penelitian Lee, Stokes, Taylor, dan
Walter (2003) serta Kelton dan Yang
(2008) menunjukan hubungan positif
antara kualitas audit (Big 4 dan non- Big

4) dan informasi  pengungkapan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
perusahaan  dengan  kecenderungan

memilih auditor berkualitas tinggi, yaitu
Big 4 untuk mendapatkan hasil
pengungkapan sukarela yang tinggi.
Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah ukuran
dewan direksi(Hi), ukuran dewan
komisaris (Hz), kepemilikan manajerial,
institusional dan asing (Hs, 4, 5), besarnya
anggota komite audit (Hs), dankualitas
audit (Hz) memiliki pengaruh signifikan
dan positif terhadap pengungkapan
sukarela.

Model Penelitian

Variabel Independen
Tata Kelola Perusahaan

Faktor Internal:

+ Karakteristik Dewan: ukuran dewan direksi dan
ukuran dewan komisaris

* Karakteristik Kepemilikan-manajerial,
insfitusional, dan asing

* Karakteristik Komite Audit: jumlah komite audit

Faktor Eksternal kualitas audit

Variabel dependen
Pengungkapan Sukarela
x

Variabel kontrol|
Ukuran perusahaan

Gambar 1. Model penelitian
METODE

Data penelitian diambil dari laporan
keuangan perusahaan sektor barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2013-2018

(http://www.idx.co.id/).  Uji hipotesis
menggunakan metode regresi panel.
Variabel dependen merupakan rasio
jumlah item pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan perusahaan
terhadap 42 item pengukuran berdasarkan
Global Reporting Initiative Standards.
Variabel independen berisi jumlah
banyaknya dewan direksi, komisaris,
kepemilikan manajerial, institusional,
asing, komite audit dan kualitas audit.
Kualitas audit dilihat dari kelompok Big-
4 atau bukan (dummy variable).

HASIL PENGUJIAN DATA
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Setelah dikurangi data outlier (-3.0>Z-
score>+3,0), berikut ringkasan
karakteristik setiap variabel penelitian
yang datanya diambil dari laporan
tahunan 41 perusahaan barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

pada 2013 hingga 2018:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
Rasio

Variabel Penelitian N ini i Rata-Rata  Std. Deviasi
Pengungkapan sukarela (VDIS) 160 04048 8333 6348 1104
Dewan Direksi ((DIR) 160 12,0000 13,0000 5,7363 12,5862
Dewan Komisaris (COMM) 160 2.0000 8.0000 44313 16121
Kepemilican Manajerial (OMGR) 160 06060 3555 334 635
Kepemilian Institmsional (OTNS) 160 /6666 {0686 (303 355
Kepemilican Azing (OFOR) i 00 5577 555 it
Komite Audit (CAUD) 160 12,0000 4,000 3.0188 A117
Ukuran Perusahaan (SIZE) (dalam160 967457 B6337,7960  10991,6675  20202,5360
miliayaran)

Rialid N (listwise) i)

Sumber: Data penelitian diolah (2020)

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Dummy

Variabel Penelitian N ¥alid  Frekuensi Persentase

0 1l 4440

Kualitas Audit (QAUD) 1160

1 ® 33 6%

Sumber: Data penelitian diolah (2020)

Perusahaan sektor barang konsumsi yang
terdaftar di BEI telah secara sukarela
mengungkapkan informasi lebih banyak
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
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rata-rata sebanyak 65,25%. Hampir
semua perusahaan telah melampaui
ketentuan minimal Peraturan Nomor
33/PJOK.04/2014 dan 55/POJK.04/2015.
Rata-rata  jumlah  direksi, dewan
komisaris dan komite audit adalah 6, 4
dan 3 orang. Namun PT. Tri Banyan Tirta
pada tahun 2016-2018 memiliki dewan
direksi dan dewan komisaris sebanyak 2
orang (standar minimal OJK), karena
sedang bermasalah dan belum selesai.
Proporsi kepemilikan saham didominasi
oleh institusional (rata- rata 62%),
selanjutnya asing (37%) dan manajerial
hanya 2%. Sampel sebagian besar
memilih jasa audit dari Kantor Akuntan
kelompok Big-4 (55,6%).

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hasil uji Chow memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.0000 (<0,05),
sehingga proses dilanjutkan ke wuji
Hausman untuk memilih metode terbaik.
Signifikansi hasil uji Hausman 0.2457
(>0,05), sehingga model dalam penelitian

ini adalah Random Effect Model (REM).
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Varizhel Koefisien  Prob  Hasl Hiputesis

Dean Diceksi (DIR) 00808 0337 Tidak signifiken  H Tk terbut

Dewan Komisaris (COMM) AUWGHT 0T Tidal significan  HyTidak terbult

Repemiiben Mgl (ONGR) LIGSL 03590 Tidesionflen HiTidak et

Kepemilican lnstfusionel (OINS) 0097805 00363 Midoksionifiken  HTidak dukung

Kepeniliken Asing (OFOR) D0 QN Sipnifleen () s Tidak terbuldi
Komite Audit (CAUD) 0447 080 Tidak signifiken  HyTidek trbule
Rualites Audit (QAUD) U OT68 Tidak significan  HyTidektecbukti
Ukuran Perusahazn (SIZE) A1 D000 Signifikan

Sig. F test = 0,0000;Adjusted R-squared =

0,774518

VOIS =1 70442041 03509DIR.D 0054 COMDEH, E33810MGR-A, (378005 1094130F0R 0 J0434TCALD-
(1138630AUD-0. 084012 SIE

Sumber: Data penelitian diolah (2020)

PEMBAHASAN
Hasil Uji Hipotesis 1 (H1)

Hasil penelitian ini menunjukan tidak ada

hubungan signifikan yang artinya
peningkatan  dewan  direksi  tidak
berdampak terhadap  pengungkapan

sukarela. Hipotesis 1 tidak terbukti
karena nilai signifikasi 0,5367 dengan
koefisien -0,0038. Hasil ini sejalan
dengan Arcay dan Vazquez (2005),
Sufian dan Zahan (2013) serta Salehi et
al. (2017). Jumlah dewan direksi yang
besar sulit untuk mencapai kesepakatan
dalam rapat. Akibatnya, pemantauan
yang dilakukan dewan menjadi kurang
efektif dan berdampak pada informasi
pelaporan yang diungkapkan. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan Al-
Janadi et al. (2016), Saha (2013) dan
Thornton (2017) yang menemukan
hubungan signifikan positif ukuran
dewan direksi terhadap pengungkapan
sukarela.

Hasil Uji Hipotesis 2 (H2)

Ukuran dewan komisaris memiliki nilai
probabilitas 0,5722 dengan Kkoefisien -
0,0064 (H» tidak terbukti). Hasil
penelitian ~ ini  mendukung  hasil
Rusmanto, Waworuntu, dan Syahbandiah
(2014), dimana komisaris memilih lebih
fokus terhadap keuangan perusahaan,
bukan pada kegiatan sosial sehingga tidak
menghasilkan pengungkapan sukarela
yang baik. Namun hasil tersebut tidak
sejalan dengan Esa dan Ghazali (2012),
Ekhmar et al. (2013), Allegrini dan Greco
(2013), dimana kegiatan perusahaan
diawasi langsung dewan komisaris
sehingga pengungkapan sukarela menjadi
lebih tinggi.
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Hasil Uji Hipotesis 3 (H3)

Nilai koefisien dan signifikansi dari
kepemilikan manajerial adalah 0,1633
dan 0,3539. Artinya hipotesis 3 tidak
dapat terbukti. Pembuktian sejalan
dengan Sufian dan Zahan (2013) serta
Salehi et al. (2017), pengungkapan
sukarela  tidak  dipengaruhi  oleh
peningkatan saham milik manajerial. Hal
ini dapat disebabkan para investor dan
manajemen hanya menggunakan
pengungkapan wajib yang telah diatur
dan tidak mempertimbangkan
pengungkapan sukarela dalam pelaporan
(Salehi et al., 2017). Alasan lain dalam
penelitian  ini  adalah  kepemilikan
manajerial pada perusahaan barang
konsumsi Indonesia yang rendah (rata-
rata 2%), sehingga tidak cukup
berpengaruh pada pengungkapan
sukarela.

Hasil Uji Hipotesis 4 (H4)

Hasil penelitian tidak dapat mendukung
hipotesis 4, dimana kepemilikan
institusional menunjukan pengaruh yang
tidak signifikan (koefiesien = 0,0378,
prob. = 0,3363). Hal ini dapat disebabkan
olen tingkat ketidakpedulian para
investor institusional dengan
pengungkapan sukarela dan tidak
menggunakan informasi tersebut sebagai
sumber informasi dalam pengambilan
keputusan (Salehi et al., 2017). Bertolak
belakang dengan hasil Hidalgo et al.
(2011), Ekhmar et al. (2013) serta Ntim,
Soobaroyen, dan Broad (2017) yang
menemukan bahwa pemegang saham

tindakan pengungkapan sukarela secara
sosial dan masyarakat luas.
Hasil Uji Hipotesis 5 (Hs)

Kepemilikan asing memiliki nilai prob.
0,0221 dengan koefisien -0,094413. Hasil
ini menolak hipotesis 5, sejalan dengan
Ntim et al. (2012). Investor asing tidak
begitu memperhatikan pengungkapan
sukarela. Namun hasil ini tidak sejalan
dengan Al-Janadi et al. (2013) serta
Soliman, Bahaa, dan Din, (2002) dimana
investor asing tidak ingin mengalami
kerugian yang disebabkan oleh sanksi
regulasi yang berlaku sehingga mereka
mendesak manajer untuk menerbitkan
lebih banyak informasi dan mengambil
keputusan yang tepat secara sosial
(Sufian & Zahan, 2013).

Hasil Uji Hipotesis 6 (Hs)

Hasil pengujian ukuran komite audit
menolak hipotesis 6, komite audit tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
pengungkapan sukarela (nilai koefisien
0,0045 dan prob. 0,8350). Informasi ini
konsisten dengan hasil Al-Janadi et al.
(2013) serta Akhtaruddin dan Haron
(2010), bahwa komite audit tidak
berperan dalam pengungkapan yang lebih
banyak. Tugas komite audit adalah
memberikan pengawasan pada kegiatan
akuntansi, audit, pelaporan dan resiko
serta  informasi  yang  dihasilkan
perusahaan (Ntim et al., 2017). Dugaan
lainnya adalah  penggalaman dan
kompetensi anggota komite (Al-Janadi et
al., 2013). Hasil ini tidak konsisten
dengan Jeon, Lee, dan Moffett (2011)

institusional lebih  fokus  untuk serta Thornton (2017).

memperhatikan ~ keputusan  strategis Hasil Uji Hipotesis 7 (H7)

perusahaan. Pemegang saham Nilai koefisien kualitas audit sebesar -
institusional bersedia  mendukung 0,0113 dengan prob. 0,8768. Hasil ini
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menunjukkan bahwa pemilihan
perusahaan audit yang terafiliasi dengan
big-4 tidak mempengaruhi tingkat
pengungkapan sukarela perusahaan.
Hasil ini sependapat dengan Depoers
(2000) dan Thornton (2017) yang tidak
menemukan pengaruh yang signifikan
secara statistika. Hasil ini menolak
hipotesis 7. Berbanding terbalik dengan
Sufian dan Zahan (2013), Al-Janadi et al.
(2013), Al-Janadi et al. (2016) dan Ntim
etal. (2017) yang menyatakan bahwa
perusahaan audit (big-4) memberikan
informasi yang banyak serta
mempertahankan kualitas untuk
melindungi reputasi kinerja perusahaan
audit.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat
pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
pengungkapan sukarela. Berdasarkan
teori  keagenan, dimana  sangat
dibutuhkan  suatu sistem  yang
mengurangi biaya agensi yang timbul
dari tindakan/keputusan yang
menguntungkan diri sendiri. Kehadiran
tata kelola diharapkan membantu
mengatur  perusahaan  menyediakan
informasi yang baik kepada pihak yang
membutuhkan. Namun hasil penelitian
ini tidak mendukung hipotesis, dimana
tata kelola perusahaan melalui ukuran
direktur,  ukuran  komisaris,  dan
kepemilikan asing, manajerial dan
institusional, komite serta kualitas audit
tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan  sukarela. Hal ini
membuktikan bahwa peningkatan tata
kelola perusahaan tidak memotivasi
pihak manajemen untuk mengungkapkan
informasi secara sukarela dan perusahaan

barang konsumsi di Indonesia lebih fokus
pada pelaporan keuangan bukan pada
pelaporan sosial (pengungkapan
sukarela).
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